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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui urgensi dan implementasi model pembelajaran
IPS Terpadu di SMAN 1 Stabat; 2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, dan 3)
mengetahui upaya-upayayang dilakukan oleh guru IPS dalam meningkatkan profesionalisme.
Penelitian ini merupakan studi evaluasi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Bentuk penelitian cenderung menggunakan studi kasus tunggal. Subyek penelitian,
yaitu guru-guru IPS di SMAN 1 Stabatm Teknik dan alat pengumpul data yang digunakan,
yaitu: wawancara, observasi, dan mencatat arsip sertadokumen. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) dalam implementasinya pembelajaran IPS di SMAN 1 Stabat masih terdapat banyak
perbedaan. Ada yang melaksanakan pembelajaran IPS terpadu secara penuh,setengah terpadu,
dan tidak terpadu; 2) hambatan yang dihadapi, antara lain: (a) kurang
pemahaman/penguasaan terhadap materi di luar bidangnya; (b) kurangnya pengetahuan dan
pemahaman modelmodel pembelajaran IPS Terpadu; (c) kesulitan dalam menerapkan konsep
pembelajaran IPS Terpadu;dan (d) sikap skeptis dari guru IPS itu sendiri; 3) upaya yang
dilakukan guru IPS dalam meningkatkankompetensi profesionalnya, antara lain: (a) bertanya
kepada guru IPS yang lain; (b) membaca bukubuku referensi tentang IPS; (c) mengikuti
pelatihan, sosialisasi, workshop, seminar, semiloka; dan (d)berbagai (sharing) pengalaman.

Kata kunci: model pembelajaran, IPS terpadu, studi evaluasi, guru IPS, dan Sekolah
Menengah Pertama
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ABSTRAK

Artikel ini membahas hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan
bernegara dan bermasyarakat. Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini sangat
penting untuk memastikan keadilan dan ketertiban sosial. Makalah ini menelusuri
dasar-dasar hukum, termasuk Konstitusi dan perspektif hak asasi manusia, serta
mengeksplorasi implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hak
dan kewajiban tersebut. Temuan-temuan dalam makalah ini menunjukkan bahwa
pendekatan yang seimbang antara hak dan kewajiban sangat penting untuk mencapai
masyarakat yang adil dan merata.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, dan Warga Negara

Pendahuluan

Pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara merupakan salah
satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara yang demokratis dan
berkeadilan. Hak dan kewajiban warga negara tidak hanya mencerminkan hubungan
antara individu dengan negara, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga
keseimbangan sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, dengan
keberagaman etnis, budaya, dan agama, pemahaman ini menjadi semakin krusial.
Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak
dan kewajiban warga negara. Pembaca diharapkan dapat memahami apa saja hak yang
mereka miliki sebagai warga negara, serta kewajiban apa yang harus mereka jalankan.
Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya keseimbangan antara
hak dan kewajiban, yang merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil
dan sejahtera.

Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Definisi Hak Warga Negara

Hak warga negara dapat diartikan sebagai berbagai kebebasan dan hak istimewa yang
diberikan oleh hukum kepada setiap individu yang berada dalam yurisdiksi suatu
negara. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak untuk hidup,
hak atas kebebasan, hak politik, hingga hak atas kesejahteraan.

Definisi Kewajiban Warga Negara

Di sisi lain, kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh
setiap individu terhadap negara dan masyarakatnya. Kewajiban ini mencakup berbagai
bidang, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan ikut serta
dalam upaya pertahanan negara.



Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara

Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur secara tegas dalam Undang-
Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal 27
UUD 1945, misalnya, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan
kewajiban yang sama di mata hukum.

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nasional dan Internasional

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap
manusia sejak lahir. HAM diakui secara internasional melalui berbagai instrumen
hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948.

Hak-Hak Warga Negara

Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul

Salah satu hak fundamental warga negara adalah hak untuk bebas berpendapat dan
berkumpul. Hak ini memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pandangan dan
aspirasi mereka mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Hak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan
Pendidikan adalah salah satu hak dasar yang diakui oleh negara. Pasal 31 UUD 1945
menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Kewajiban-Kewajiban Warga Negara

Kewajiban Membayar Pajak

Salah satu kewajiban utama warga negara adalah membayar pajak. Pajak adalah
sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai
kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Kewajiban Mematuhi Hukum dan Peraturan
Mematuhi hukum adalah kewajiban fundamental bagi setiap warga negara. Hukum
dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.

Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Penerapan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hak dan kewajiban warga negara dapat
dilihat dalam berbagai aktivitas. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan
diterapkan melalui partisipasi dalam sistem pendidikan yang disediakan oleh negara.



Tantangan dalam Implementasi Hak dan Kewajiban
Meskipun hak dan kewajiban warga negara telah diatur dengan jelas, implementasinya
sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Kesimpulan

Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling terkait dan harus
dijalankan secara seimbang. Setiap warga negara berhak menikmati hak-haknya,
namun juga wajib memenuhi kewajibannya untuk mendukung kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang adil dan harmonis.
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